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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Indonesia sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya 

disingkat UUD NKRI 1945) menghendaki adanya penegakan hukum yang 

mampu menciptakan keamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. 

Sebagai negara hukum, setiap tingkah laku warga negaranya tidak terlepas 

dari segala aturan-aturan yang bersumber dari hukum. 

Dalam hal menentukan suatu perbuatan yang dilarang dalam suatu 

peraturan Perundang-Undangan salah satunya digunakan untuk kebijakan 

hukum pidana.
1
 Dengan landasan tersebut di atas maka semua warga 

Indonesia yang melakukan pelanggaran dan kejahatan terhadap ketertiban 

umum harus tunduk pada aturan yang berlaku, dalam hal ini hukum yang telah 

dilanggar harus ditegakkan. Dalam menegakkan hukum ada 3 unsur yang 

harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (rechtssicherheit), kemanfaaatan 

(zweckmassigkeigkeit), dan keadilan (gerechtigkeit). Kepastian hukum 

merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, 

dengan adanya kepastian hukum masyaarakat akan lebih tertib, sebaliknya 

masyarakat membutuhkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. 

Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan dan penegakan hukum harus 

memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Unsur yang ketiga adalah 

                                                           
1
 Teguh Prasetya. Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana. Nusa media. Bandung. 2013, 

hlm. 1 
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keadilan, dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil, baik secara 

komutatif maupun secara distributif.
2
 

Dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dikatakan 

bahwa : 

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang 

masih dalam kandungan”.
3
 

Sangat memprihatinkan ketika melihat generasi-generasi kita yang telah 

terjerumus mengkonsumsi narkoba yang lambat laun akan merugikan dirinya 

sendiri, keluarga, masyarakat bahkan negara. Penegakan hukum terhadap tindak 

pidana narkoba telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah 

banyak mendapat putusan hakim. Dengan demikian, penegakan hukum ini 

diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya perdagangan 

gelap serta peredaran narkoba. Tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif 

dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta 

perdagangan gelap narkoba tersebut. Pengedar bisa siapa saja tanpa memandang 

umur dan strata sosial dalam masyarakat. 

Telah dipahami bahwa banyak generasi muda Indonesia yang gerak 

kehidupannya cenderung dikuasai dan dikontrol oleh narkoba yang seharusnya 

memiliki manfaat yang sangat besar dan bersifat positif apabila dipergunakan 

untuk keperluan pengobatan ataupun dibidang pengetahuan, tetapi oleh generasi 

                                                           
2
 Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris. Merajut Hukum di Indonesia. Mitra wacana 

media. Makassar. 2014, hlm. 69-70 
3
 Nasir Djamil M. Anak Bukan Untuk Dihukum. Sinar Grafika. Jakarta, 2015, hlm. 8 
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sekarang narkoba disalahgunakan dengan berbagai tujuan. Pada awalnya 

penggunaan narkoba terbatas pada dunia kedokteran namun belakangan terjadi 

penyimpangan, fungsi dan penggunaannya tidak lagi terbatas pada dunia 

kedokteran. Penggunaan berbagai macam jenis obat atau yang biasa disebut 

narkoba dewasa ini cukup meningkat terutama di kalangan generasi muda. 

Maraknya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba terlarang diakui banyak 

kalangan menjadi ancaman yang berbahaya bagi bangsa Indonesia.
4
  

Dalam kaitan dengan penyalahgunaan narkoba oleh faktor faktor individu 

yang menyebabkan seseorang dapat dengan mudah terjerumus, sedang yang lain 

tidak mudah terjerumus, antara lain: 

1. Adanya gangguan kepribadian 

2. Faktor usia 

3. Pandangan atau keyakinan yang keliru 

4. Religiusitas yang rendah 

Perkembangan perederan narkoba pun bersifat transnasional serta 

dilakukan dengan modus operandi dan teknologi canggih, termasuk pengaman 

hasil-hasil kejahatan narkotika sehingga dapat dikatakan kejahatan narkoba sudah 

menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan manusia.
5
 

                                                           
4
 Mardani. Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum 

Pidana Nasional. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2008, hlm. 78  
5
 Kusno adi. Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak. UMM Press. Malang. 

2009, hlm. 8 
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Perkembangan penyalahgunaan narkoba semakin hari semakin meningkat 

dan pemerintah telah menerbitkan aturan yang mengatur tentang penanganan 

Anak yang menjadi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba yaitu Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. 

Sedangkan anak yang menjadi pelaku tindak pidana atau kejahatan diatur dalam 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak, sedangkan anak sebagai korban diatur dalam Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 

Oleh karena itu setiap tindak pidana yang dilakukan oleh anak diselesaikan 

melalui peradilan yang proses penyelesaiannya menggunakan mekanisme yang 

berbeda dari peradilan umumnya. 

Anak sebagai generasi muda atau yang lebih sering disebut generasi 

milenial memang merupakan sasaran empuk bagi para pengedar narkoba, sebab 

anak masih rentan terhadap pergaulan bebas. Menurut Komisi Perlindungan Anak 

Indonesia (KPAI) mencatat pada Tahun 2018 terdapat 87 juta populasi anak di 

Indonesia, sebanyak 5,9 juta diantaranya adalah anak yang menjadi pecandu 

narkoba.KPAI menyebutkan menangani 2.218 kasus terkait masalah kesehatan 

dan Narkotika yang menimpa anak-anak. Sebanyak 15,69 persen di antaranya 
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kasus anak pecandu narkoba dan 8,1 persen kasus anak sebagai pengedar 

narkoba.
6
 

Dalam upaya untuk menurunkan angka penyalahgunaan dan peredaran 

narkoba, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 

tentang Narkotika, yang ditetapkan pada tanggal 12 Oktober 2009, sebagai 

pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Narkotika, yang 

sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi sekarang.
7
 

Narkoba ini tidak dikenal pada masa Rasulullah SAW. Walaupun 

demikian, ia termasuk kategori khamar, bahkan narkoba lebih berbahaya 

dibanding dengan khamar. Istilah narkoba dalam konteks Islam, tidak disebutkan 

secara langsung dalam al-Qur‟ăn dan Sunnah. Dalam hal ini al-Qur‟ăn hanya 

menyebutkan istilah khamar. Tetapi dalam teori ilmu ushul fiqh, bila suatu 

hukum belum ditentukan status hukumnya, maka bisa diselesaikan melalui 

metode qiyăs (analogi hukum). Syari‟at menghukum peminum arak dengan jilid 

atau dera sebanyak 80 kali, namun menurut pendapat Imam Syafi‟i, hukumannya 

adalah sebanyak 40 kali dera. Sanksi tersebut dikenakan kepada para pemakai 

yang telah mukallaf, yaitu mereka yang sudah mencapai usia dewasa dan berakal 

sehat, bukan atas keterpaksaan, dan mengetahui kalau benda yang dikonsumsinya 

itu memabukkan.  

                                                           
6
 Ibid., hlm. 3 

7
 Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 
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Dalam istilah ushul fiqh, subyek hukum itu disebut mukallaf atau orang- 

orang yang dibebani hukum, atau mahkum„ălaih yaitu orang yang kepadanya 

diperlakukan hukum. Ada dua hal yang harus terpenuhi pada seseorang untuk 

dapat disebut mukallaf (subyek hukum), yaitu bahwa ia mengetahui tuntutan 

Allah itu dan bahwa ia mampu melaksanakan tuntutan tersebut.
8
 

Manusia dalam batas umur tamyiz (kira-kira 7 tahun) sampai dewasa 

dalam hubungannya dengan hukum, sebagian tindakannya telah dikenai hukum 

dan sebagian lagi tidak dikenai hukum.
9
  

Latar belakang lahirnya Undang-Undang Narkotika dalam pembangunan 

kesehatan diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk 

hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang 

optimal, sedangkan lahirnya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak 

diharapkan dapat mengisi ruang keadilan sehingga anak tetap bermartabat 

sebagaimana anak adalah aset bangsa yang harus tumbuh dan berkembang 

menjadi generasi yang berpotensi, berperan dan turut menikmati pembangunan 

nasional menuju tercapainya tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana 

yang diamanatkan dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia.
10

 

Dengan demikian diharapkan dengan dirumuskannya Undang-Undang 

tersebut dapat menanggulangi adanya penyalahgunaan narkoba dan bagi anak 

                                                           
8
 Amir Syarifudin. Ushul Fiqih. Zikrul Hakim. Jakarta Timur. 2004, hlm. 276 

9
 Nasrun Haroen. Ushul Fiqih 1. Logos Wacana Ilmu. Jakarta. 1997, hlm. 308 

10
 www.peradilananak.blogspot.com. Diakses pada tanggal 3 September 2021 pukul 

22.15 
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yang terlibat dengan pelanggaran hukum dapat mendapakan keadilan, serta 

menjadi acuan dan pedoman kepada para penyelenggara dan pelaksana putusan 

sanksi dipengadilan, khususnya hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap 

penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak di bawah umur. 

B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaturan sanksi penyalahgunaan narkoba dalam Hukum Islam 

yang dilakukan oleh anak di bawah umur? 

2. Bagaimana penerapan sanksi penyalahgunaan narkoba dalam Hukum Islam 

yang dilakukan oleh anak di bawah umur?. 

C. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan 

penelitian dalam penulisan proposal skripsi adalah : 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan sanksi penyalahgunaan narkoba yang 

dilakukan oleh anak di bawah umur. 

2. Untuk mengetahui sanksi pidana dalam penyalahgunaan narkoba yang 

dilakukan oleh anak di bawah umur? 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara teoritis 

maupun praktis yaitu: 

1. Manfaat teoritis 



8 
 

 

Penulis ini diharapkan dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan, 

khususnya memberi masukan terhadap perkembang ilmu hukum pidana 

sekaligus ilmu pengetahuan tentang hal-hal yang berhubungan dengan 

Tinjauan Yuridis Sanksi Penyalahgunaan. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam memberi 

masukan serta tambahan pengetahuan bagi para pihak yang terkait dengan 

masalah yang diteliti. 

E. Ruang Lingkup 

Berdaasarkan latar belakang dan ruumusan masalah diatas maka ruang 

lingkup penelitian ini diantaranya tinjauan yuridis sanksi penyalahgunaan narkoba 

oleh anak di bawah umur dalam perspektif hukum pidana islam dari Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 

Selain ini ruang lingkup penelitian ini mengenai pandangan hukum pidana 

islam dalam penggunaan narkoba oleh anak di bawah umur yang mengalami 

kerugian kesehatan anak akibat menggunakan narkoba yang mengacu pada 

Undang-Undang Narkotika. 

F. Kerangka Teori 

Dalam melakukan penulisan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa 

kerangka teori, yaitu: 

1. Teori Keadilan 
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Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat 

sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan 

didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu 

konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum 

tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia 

melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relavan dengan ketertiban 

umum dimana suatu skala keadilan diakui.
11

 

Aristoteles dalam karyanya yang berjudul Etika Nichomachea 

menjelaskan pemikiran pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, 

keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu 

tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah 

keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Hujbers menjelaskan mengenai 

keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan 

sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam 

bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan 

keseimbangan antara dua pihak.
12

 

Selain itu Aristoteles juga membedakan antara keadilan distributif 

dengan keadilan korektif. Keadilan distributif menurutnya adalah keadilan 

                                                           
11

 M. Agus Santoso. Hukum,Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum. 

Kedua Kencana. Jakarta. 2014, hlm. 85 
12

 Hyronimus Rhiti. Filsafat Hukum Edisi Lengkap. Universitas Atma Jaya. 

Yogyakarta. 2015, hlm. 241 
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yang berlaku dalam hukum publik, yaitu berfokus pada distribusi, honor 

kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat. 

Kemudian keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang 

salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman 

yang pantas bagi pelaku kejahatan. Sehingga dapat disebutkan bahwa ganti 

rugi dan sanksi merupakan keadilan akorekif menurut Aristoteles. 

Menurut Thomas Hobbes keadilan ialah suatu perbuatan dapat 

dikatakan adil apabila telah didasarkan perjanjian satu sama lain yang telah 

disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat diartikan dalam wujud yang luas 

tidak hanya sebatas dua perjanjiaan pihak yang sedang mengadakan kontrak, 

bisnis, sewa-menyewa, dan lain-lain. Melainkan perjanjian disini juga 

perjanjian putusan antara hakim dan terdakwa, peraturan perundang-undangan 

yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan 

kepentingan kesejahteraan publik.
13

 

Teori ini memiliki relevansi terhadap rumusan masalah nomor 1 dalam 

skripsi ini, karena penulis ingin mengkaji dan menganalisis pengaturan sanksi 

penyalahgunaan narkoba dalam hukum islam dilakukan oleh anak di bawah 

umur di Indonesia.  

2. Teori Perlindungan Hukum 
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Awal mula kemunculan teori perlindungan hukum menurut Fitgerald 

sebagaimana dikutip oleh Satjipto Rahardjo adalah suatu teori yang berdasar 

dari aliran hukum alam atau dikenal dengan teori hukum alam. Aliran teori ini 

dipelopori oleh berbagai filsafat ternama, yaitu Plato, Zeno (pendiri dari aliran 

stoic) dan Aristoteles (Murid dari Plato).
14

 Hukum alam menerangkan 

bahwasanya hukum adalah produk yang bersumber dari tuhan atau penguasa 

alam semesta yang memiliki sifat universal dan abadi, serta tidak ada pemisah 

antara hukum dan moral. Penganut aliran ini memiliki pandangan bahwa 

hukum alam adalah cerminan sekaligus aturan atau regulasi secara internal 

dan eksternal dari kehidupan umat manusia yang diimplementasikan dalam 

bentuk hukum dan moral.
15

 

Fitgerald pun mengutip dari istilah teori perlindungan hukum oleh 

sarjana lain bernama Salmond, yaitu hukum memiliki tujuan untuk 

menciptakan integrasi dan koordinasi terhadap berbagai kepentingan 

masyarakat dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindugan yang dapat 

dilakukan dengan cara memberi batasan terhadap berbagai kepentingan pada 

pihak lainnya. Kepentingan hukum merupakan kepentingan untuk mengurusi 

hak dan kebutuhan manusia, oleh karena itu hukum dianggap memiliki 

otoritas tertinggi dalam menentukan kepentingan bagi manusia yang sangat 

penting untuuk diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum dalan 
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kenyataannya harus melihat dalam beberapa tahapan, yakni perlindungan 

hukum yang diberikan masyarakat yang dalam hal ini berdasar pada 

kesepakatan yang dibuat masyarakat tersebut, guna mengatur hubungan dari 

perilaku antar anggota masyarakat dan perseorangan dengan pihak pemerintah 

yang dianggap sebagai perwakilan dari kepentingan masyarakat.
16

 

Philipus M. Hadjon berpendapat teori perlindungan hukum 

bahwasannya perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan dari pihak 

pemerintah yang memiliki sifat preventif dan respresif. Perlindungan hukum 

yang bersifat preventif memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya suatu 

konflik/sengketa yang mengarah kepada tindakan pemerintah untuk lebih 

bersikap hati-hati pada saat pengambilan keputusaan berdasarkan diskresi. 

Lalu perlindungan yang bersifat respresif memiliki tujuan untuk mencegah 

terjadinya konflik/sengketa, termasuk dalam hal ini pada saat penanganan 

pada saat di lembaga peradilan.
17

 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pemahaman 

terkait perlindungan hukum merupakan bentuk dari berjalannya fungsi hukum 

yang menginginkan terwujudnya tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, 

kemanfaatan, dan kepastian hukum. Hukum harus dihadirkan di segala aspek 

yang memiliki keterkaitan hak dan kewajiban warga negara, terkhususnya 

dalam hal hak perlindungan dan pribadi penduduk Indonesia. Sehingga tidak 
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ada satupun bagian dari rakyat Indonesia yang merasa dirugikan dalam hal 

hak perlindungan oleh anak di bawah umur. Teori perlindungan hukum ini 

memiliki relevansi terhadap rumusan masalah yang akan dibahas oleh penulis. 

3. Teori Sanksi 

Sanksi adalah penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan 

sengaja oleh seseorang sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan dan 

kesalahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sanksi adalah tindakan 

hukuman untuk memaksa seseorang menaati aturan atau menaati Undang-

Undang. Sanksi merupakan pemberian hasil yang tidak diinginkan uuntuk 

meminimalisir perilaku yang tidak diinginkan. Sanksi merupakan salah satu 

indikator yang memperbaiki jalannya proses pendidikan dalam menjelaskan 

perilaku seseorang, sehingga pada masa yang akan datang dapat diatasi.
18

 

Pemberian sanksi adalah memberikan penderitaan yang diberikan atau 

ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang sesudah terjadi suatu pelanggaran, 

kejahatan dan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang sebagai salah satu 

cara pendisiplinan. Agar berbagai tujuan pendisplinan dapt tercapai maka 

pemberian sanksi dilakukan bertahap, yaitu dengan mengambil berbagai 

langkah pemberian sanksi mulai dari yang palinng ringan hingga kepada yang 

terberat. Misalnya: 

1. Teguran lisan oleh penyelia 

                                                           
18

 Ahmad Ali Budaiwi. Imbalan dan Hukuman Pengaruhnya Bagi Pendidikan Anak. 

Gema Insani. Jakarta. 2002, hlm. 30 



14 
 

 

2. Teguran tertulis 

3. Penurunan hukuman 

4. Penurunan pangkat 

5. Pembebasan dari jabatan 

6. Pemberhentian dan pemecatan. 

4. Teori At – Tadakhul (Saling Melengkapi) 

Menurut teori saling melengkapi, pada saat terjadi gabungan 

perbuatan, maka hukuman-hukumannya saling melengkapi, sehingga oleh 

karenanya semua perbuatan tersebut dijatuhi satu hukuman.
19

 Teori saling 

melengkapi (at-tadakhul) bisa diterapkan jika ada gabungan perbuatan yang 

hukuman-hukumannya saling melengkapi hingga semua tindak pidana yang 

diperbuat cukup diberi satu hukuman dan pelaku seakan-akan hanya 

melakukan satu tindak pidana saja. Teori saling melengkapi dapat diterapkan 

dalam dua kondisi, yaitu: 

1. Apabila semua tindak pidana yang diperbuat sama jenisnya, seperti 

perzinaan, pencurian, atau minum-minuman keras yang dilakukan 

berulang-ulang. Dalam keadaan seperti ini, hukuman yang jumlahnya 

hanya bisa saling melengkapi dan pelaku cukup diberi satu hukuman. Jika 

setelah pelaksanaan hukuman pelaku melakukan tindak pidana yang lain, 

yang sama dengan tindak pidana sebelumnya, ia diberi hukuman lain. Jika 
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sebelum pelaksanaan hukuman ia melakukan tindak pidana yang lain, 

yang jenisnya sama dengan tindak pidana sebelumnya, hukuman atas 

tindak pidana yang baru melengkapi tindak pidana sebelumnya. 

Teori saling melengkapi bisa diterapkan selama tindak pidana sama 

jenisnya walaupun unsurnya dan hukumannya beda-beda. Misalnya, hukuman 

zina muhsan melengkapi hukuman zina ghairur muhsan karena tindak pidana 

ini sama jenisnya. Perbedaan unsur dan jenis hukuman tidak mempengaruhi 

teori saling melengkapi. Akan tetapi, dalam kondisi seperti ini hukuman yang 

lebih beratlah yang wajib dilaksanakan. Orang yang berzina sebelum 

menikah, lalu berzina lagi setelah menikah ia hanya diberi satu hukuman, 

yaitu rajam.
20

 

2. Apabila jumlah tindak pidana lebih dari satu dan tidak sejenis, 

hukumannya bisa saling melengkapi dan cukup diberi satu hukuman. 

Dijatuhkannya satu hukuman atas beberapa tindak pidana harus 

dimaksudkan untuk melindungi satu kepentingan atau tujuan. Misalnya, 

orang yang makan bangkai, darah dan daging babi. Semua tindak pidana 

ini diharamkan untuk melindungi kepentingan individu. Jika ada orang 

makan bangkai lalu minum darah dan makan daging babi, hukuman atas 
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tiga tindak pidana ini bisa saling melengkapi dan pelaku cukup dijatuhi 

salah satu hukuman.
21

 

Fuqaha-fuqaha mazhab Maliki mengatakan bahwa hukuman minum-

minuman keras dan hukuman memfitnah (qadzaf) saling melengkapi. Jadi 

memakai teori penyerapan maka hanya di jatuhi satu macam hukuman saja. 

Alasan mazhab Maliki ialah bahwa tujuan penjatuhan hukuman pada kedua 

perbuatan tersebut adalah satu, sebab orang yang minum-minuman keras 

biasanya mengigau, dan siapa yang mengigau maka ia membuat-buat 

kedustaan. Dengan demikian, hukuman minum-minuman keraas bertujuan 

mencegah membuat-buat kebohongan. 

Fuqah-fuqaha lainnya mempunyai pendapat yang berbeda mengenai 

contoh tersebut, karena hukuman memfitnah dimaksudkan untuk melindungi 

kehormatan (nama baik), sedangkan hukuman minum-minuman keras 

dimaksudkan untuk melindungi sehatnya badan. Jadi kedua hukuman tersebut 

berbeda tujuannya, dan oleh karena itu maka tidak ada saling melengkapi.
22

 

G. Kerangka Konsep 

1. Pengertian Anak 

1) Pengertian secaraa umum dalam Undang-Undang 
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Pengertian Anak menurut peraturan perundang-undangan dapat dilihat 

sebagai berikut : 

a) Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan 

dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 

mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum 

mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi 

anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum 

menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 

21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya 

sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai 

orang yang telah dewasa bukan anak-anak.
23

 

b) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Anak dalam Pasal 

45 KUHP adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam 

belas) tahun. 

2) Pengertian Anak dalam Islam 

Anak adalah anugerah sekaligus amanah yang diberikan Allah SWT 

kepada setiap orang tua. Berbagai cara dan upaya dilakukan orang tua agar 

dapat melihat anak-anaknya tumbuh dan berkembang sebagaimana 

mestinya. Namun seringkali harapan tidak sesuai dengan kenyataan, entah 

karena terhambatnya komunikasi atau minimnya pengetahuan kita selaku 
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orang tua tentang bagaimana Islam memberikan tuntunan dan pedoman 

tentang memperlakukan anak sesuai dengan proporsinya..
24

 Anak adalah 

rantai kehidupan. Pada anak-anak inilah kehidupan sekarang akan 

berlanjut ke masa yang akan datang. Dalam surat Al-Araf ayat 172 

disebutkan yang artinya:
25

 

 

فسُِهِنۡ  ًۡ يَّتهَُنۡ وَ اشَۡهَدهَُنۡ عَلٰٰٓى اَ      وَ اِذۡ اخََرَ زَبُّكَ هِيۡۢۡ بٌَِىۡۤۡ اٰدمََ هِيۡ ظُهُىۡزِهِنۡ ذزُِّ

ٌَُُّل  ۛۚ  شَهِدًۡلَ  ۛبلَٰى َلَلىُۡا ؕ الََسۡتُ بسَِبكُِّنۡ  ِِ اًَِّل  وَ ٰٰ ُِ ۚ  اىَۡ ََُىُۡلىُۡا يَىۡمَ الۡ

يَ  ٰۡ  عَيۡ هٰراَ غٰفِلِ

“Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak 

Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa 

mereka (seraya berfirman): Bukankah aku Tuhanmu? Mereka menjawab: 

Betul (Engkau Tuhan Kami), kami menjadi saksi. (Kami lakukan yang 

demikian itu) agar pada hari kiamat kamu tidak akan mengatakan: 

Sesungguhnya kami (bani Adam) adalah orang yang lengah terhadap ini 

(keesaan Tuhan). (Q.S. Al-A‟raf ;172). 
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Dengan bekal keimanan ini, seorang anak yang baru lahir tidak 

memiliki dosa lain suci, sebagaimana sabda Rasulullah SAW: “Tidaklah 

seorang anak lahir melainkan dalam keadaan fitrah (suci). Kedua orang 

tuanyalah yang mengubah jadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi”. Orang tua 

memiliki kewajiban untuk menjaga dan mengembangkan kesucian anak 

tersebut. Kewajiban itu jelas sebagaimana terkandung dalam surat At-

Tahrim ayat 6 yang artinya: 

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu 

dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya 

malaikat-malaikat yang kasar, keras yang tidak mendurhakai Allah 

terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu 

mengerjakan apa yang diperintahkannya”. Dalam mengimplementasikan 

pendidikan kepada anak, Al-Qur‟an memberikan contoh-contoh 

pendidikan kepada anak sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim 

kepada Ismail, Yakub kepada anak-anaknya, Nabi Zakaria terhadap Nabi 

Yahya, Dan Luqman kepada anak-anaknya. Hal tersebut sebagaimana  

terangkum dalam surat Al- Anbiya ayat 85 Surat Al Luqman dan Surat Al-

Imron.
26

 

3) Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum 
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Anak yang berhadapan dengan hukum dalam istilah ushul fiqh, taklif 

(beban) itu diberikan kepada orang dewasa atau balig. Sedangkan orang 

yang belum sempurna akalnya tidak pantas dibebani (beban dari Allah) 

disebut tidak Mukallaf.  Anak-anak sebagaimana telah dijelaskan di 

pembahasan sebelumnya adalah manusia yang demikian itu. Oleh karena 

itu, pada dasarnya anak tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas apa 

yang ia lakukan. 

Demikian juga dengan hadist Nabi, “Tidak dimintai 

pertanggungjawaban atas tiga orang, anak hingga balig, orang gila sampai 

sadar…”. 

Berdasarkan ayat dan hadits di atas para fuqaha berpendapat untuk 

sampai jenjang dewasa ada tiga tahap yang harus dilalui manusia, yakni;
27

  

1. Anak belum Mumayyiz   

2. Anak Mumayyiz 

3. Fase dewasa 

Dengan demikian, kejahatan yang dilakukan anak belum dapat 

dihukum, tetapi harus dididik secara khusus sehingga keadilan restoratif 

adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, 

korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk 
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bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan 

pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
28

 

2. Pengertian Narkoba 

Pengertian narkoba menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 

tentang Narkoba Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari 

tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintetis yang dapat 

menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran. Hilangnya rasa, 

mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan 

ketergantungan, atau ketagihan yang sangat berat. Narkoba tidak dikenal pada 

masa Rasullulah SAW walaupun demikian narkoba termasuk dalam golongan 

khamar. Di dalam Al-Qur‟an hanya menyebutkan khamar. Hal ini dengan 

adanya teori ilmu ushul fiqh dimana bila sesuatu hukum belum ditentukan 

status hukumnya maka bisa disesuaikan melalui metode Qiyas (analogi 

hukum). Qiyas adalah menyusul peristiwa yang terdapat nash hukum baginya, 

dalam hal hukum yang terdapat nash untuk menyamakan dua peristiwa pada 

sebab dua hukum ini.
29

 

Minuman khamr menurut bahasa Al-Qur‟an adalah minuman yang 

terbuat dari biji-bijian atau buah-buahan yang melalui proses begitu rupa 

sehingga dapat mencapai kadar minuman yang memabukkan. Ulama 
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malikiyah, ibnu Farhan berkata “adapun narkoba (ganja) maka hendaklah 

yang mengkonsumsinya dikenai hukuman sesuai dengan keputusan hakim 

karena narkoba jelas menutupi akal”. Menurut Syaikh Jadal Haq Ali, 

sebagaimana dikutip oleh Abu An-Nur mengemukakan bahwa sesunguhnya 

narkoba adalah haram karena Narkoba melemahkan, membius dan merusak 

akal serta anggota tubuh lainnya.
30

 

3. Ancaman Tindak Pidana Narkoba 

Pemerintah Indonesia telah menetapkan peraturan tentang narkotika 

dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 kemudian diperbaharui dengan 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dan yang terakhir diperbaharui 

kembali menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 

yang bertujuan untuk memberikan kemudahan dan keberhasilan dalam bidang 

pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, mencegah 

terjadinya penyalahgunaan narkotika. Tindak pidana penggunaan narkotika 

bagi diri sendiri diatur dalam Pasal 103 sampai dengan Pasal 127 Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pasal 127 bunyinya;
31

 

(1). Setiap penyalahguna: 

a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 4 (empat) tahun; 
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b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan 

c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 1 (satu) tahun. 

(2). Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim 

wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, 

Pasal 55, dan Pasal 103. 

(3). Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, 

Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan 

rehabilitasi sosial. 

Sanksi pidana berupa pidana penjara yang dapat dijatuhkan oleh 

hakim. Namun, hakim juga diberikan kemungkinan untuk tidak menjatuhkan 

pidana penjara, karena dalam pasal-pasal yang berkaitan dengan pasal 127, 

terdapat pula kemungkinan penjatuhan sanksi tindakan rehabilitasi oleh 

hakim. Pasal yang dimaksud, yaitu pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2009, yang menyatakan “Pecandu narkotika wajib menjalani 

rehabilitasi medis dan rehablitiasi sosial di pusat rehabilitasi ketergantungan 

narkotika”.
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Selanjutnya Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 

menyebutkan:
32

 

(1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat: 

a. memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani 

pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu 

Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana 

narkotika; 

b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani 

pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu 

Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melainkan tindak pidana 

Narkotika. 

(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu 

Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan 

sebagai masa menjalani hukuman. 

Meskipun dalam Al-Qur‟an tidak ada ayat yang secara tegas 

tentang sanksi atau hukuman bagi pemakai narkoba. Dalam Al-Qur‟an 

hanya terdapat larangan mengenai khamar yang menunjukkan 

keharammannya. Hal ini dapat dilihat dalam Al-Qur‟an Surat Al-Maidah 

(5;90) yang artinya :”Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya 

meminum khamr, berjudi (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib 

dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka 
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jauhila perbuatan itu agar kamu diberikan keberuntungan “Q.S. Al-Maidah 

ayat 90 menerangkan tentang larangan minum khamar. Sifat khamar itu 

memabukkan demikian juga dengan narkoba terlarang juga mempunyai 

sifat yang sama dengan khamar, Maka hukumnya sama dengan meminum 

khamar  yaitu Haram.
33

 

Ulama fiqh telah sepakat bahwa menghukum pemakai narkoba 

wajib, dan hukumannya berbentuk deraan. Ulama hanya berbeda pendapat 

tentang jumlah deraan. Penganut mazhab  Hanafi dan Maliki mengatakan 

80 kali dera sedangkan Imam syafi‟I menyatakan 40 kali dera. Syariat 

mengatakan peminum arak dengan jilit atau dera sebanyak 80 kali dera. 

Sanksi tersebut dikenakan pemakai yang telah mencapai usia dewasa dan 

berakal sehat, bukan atas keterpaksaan dan mengetahui kalau benda yang 

dikonsumsinya itu memabukkan.
34

 

Menurut hukum pidana islam ancaman hukum pidana anak yang 

melakukan kejahatan dibedakan menurut perbedaan umurnya. Berdasarkan 

tahapan umur inilah hukum pidana islam memberikan hukuman (sanksi) 

terhadap tindakan kejahatan jarimah anak dengan:
35

  

a. Fase Tidak Adanya Kemampuan Berfikir 

b. Fase Kemampuan Berfikir Lemah 

c. Fase Kekuatan Berfikir Penuh 
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Bahwa anak yang belum baligh, bila melakukan tindakan yang 

melanggar hukum, maka dikenakan sanksi had, ataupun ta‟zir. Sebab ia 

belum termasuk Mukallaf (dewasa) dan belum mengetahui hak dan 

kewajiban dalam  Islam. Para fuqaha telah sepakat bahwa seorang anak 

yang belum mencapai usia baligh tidak wajib dikenakan hukuman. Bila 

anak tersebut melakukan perbuatan dosa.
36

 

Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW: 

Yang artinya “diangkat pembebanan hukum dari 3 jenis manusia, orang 

yang tidur sampai ia bangun, anak kecil sampai ia baliqh, dan orang gila 

sampai sembuh (H.R Bukhari,AbuDaud,Al-Tirmidzi,An-Nasa‟I,Ibn-Majah 

dan Al- Daruquthni dari Aisyah dan Ali Bin Thalib).
37

 

H. Metode Penelitian  

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (library 

research) yaitu penelitian yang menekankan buku-buku hukum, jurnal, 

makalah, surat kabar dan menelaah dari berbagai macam literatur- literatur 

dan pendapat yang mempunyai hukuman relavan dengan permasalahan 

yang diteliti. Permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini adalah 

sanksi penyalahgunaaan narkoba yang dilakukan oleh anak, bagaimana 

penerapan dalam Hukum Islam.
38
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2. Pendekatan Penelitian 

a. Pendekatan Undang-Undang (Statue Approach) 

Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis menggunakan metode 

pendekatan perundang-undangan (Statue Approach). Pendekatan 

undang-undang adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara 

menelaah semua peraturan perundang-undangan serta seluruh regulasi 

yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang sedang dikaji.
39

 

b. Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach) 

Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan pemahaman 

terhadap doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan yang berkembang 

dalam ilmu hukum yang dijadikan sebagai dasar untuk membangun 

argumentasi hukum dalam menjawab permasalahan dalam penelitian. 

Doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan akan memperjelas ide-ide 

dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum 

maupun asas-asas hukum yang relavan dengan permasalahan dalam 

penelitian hukum. 

c. Pendekatan Kasus (Case Approach) 

Pendekatan ini adalah salah satu jenis dari sekian banyak 

pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif yang 

dimana peneliti mencoba untuk membangun argumentasi sesuai 

perspektif kasus konkrit yang ada di lapangan. Tujuan dari pendekatan 

ini adalah mencari solusi terbaik terhadap peristiwa-peristiwa hukum 
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sesuai prinsip-prinsip keadilan, dan penulis akan menggunakan kasus 

yang menjadi permasalahan yang menjadi kajian dari skripsi ini. 

3. Sumber Data 

Guna memperoleh bahan hukum yang akurat untuk penulisan ini, 

maka bahan-bahan hukum tersebut diperoleh melalui dua cara yaitu data 

primer dan sumber data sekunder. Untuk lebih jelasnya berikut ini akan 

diuraikan sumber data tersebut : 

a. Bahan Hukum Primer 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

2. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, 

Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan 

Lembaran Negara RI Nomor 5062 

3. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang 

Perlindungan Anak, Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 

297, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5606 

4. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem 

Peradilan Anak, Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 153, 

Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5332 

5. Undang-Undang Kitab Hukum Pidana 

6. Undang-Undang Kitab Hukum Perdata 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bisa berupa informasi yang diperoleh dari buku, hasil penelitian, 

jurnal, internet, dan publikasi yang lainnya. 
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c. Bahan Hukum Tersier 

Bisa berupa informasi dari kamus, eksiklopedia, buku, literatur 

atau lain sebagainya. 

d. Bahan Hukum Pidana Islam 

Bisa berupa informasi hasil pemahaman atas dalil-dalil hukum 

dari Al-Qur‟an dan Hadis. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah 

dokumentasi. Sebagaimana Moh.Nazir dalam bukunya metode penelitian, 

mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan Studi kepustakaan adalah 

teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap 

buku-buku, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya 

dengan masalah yang dipecahkan. 

5. Teknik Analisis Data 

Adapun cara yang digunakan penulis dalam menganalisa datanya, 

adalah teknik content analysis yaitu pengolahan data dengan menganalisa 

materi sesuai dengan pembahasan. Dalam hal ini masalah pokonya adalah 

penggunaan narkoba yang dilakukan oleh anak di bawah umur.
40

 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Kesimpulan merupakan hasil akhir sebuah penelitian yang disusun 

sesuai dengan tujuan penelitian. Kesimpulan yang baik adalah jawaban 

atas perumusan atu pertanyaaan penelitian. Penarikan kesimpulan pada 
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penelitian ini adalah deduktif. Penarikan kesimpulan deduktif adalah 

menarik kesimpulan suatu kesimpulan dimulai dari pertanyaan umum 

menuju pertanyaan-pertanyaan khusus dengan menggunakan penalaran 

atau rasio (berfikir nasional). 

I. Sisetmatika Penulisan 

Sistematika ini merupakan gambaran secara umum dari proposal 

skripsi yang bertujuan untuk memudahkan dalam memahami isi keseluruhan 

proposal skripsi ini. Berikut ini sistematika Penulisan: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Pendahuluan berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode 

penelitian, sistematika penulisan. 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan pustaka merupakan hasil kajian teori-teori dan konsep 

yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. 

BAB III : PEMBAHASAN 

Pada bab ini penulis akan membahas dan menjawab rumusan 

masalah yang telah diberikan berdasarkan latar belakang 

sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Pertama, penulis akan 

menggunakan pelaksanaan sanksi penyalahgunaan narkoba oleh 

anak di bawah umur. Kedua, Penulis juga akan melakukan sanksi  

pidana dalam hukum islam terhadap penyalahgunaan narkoba 

yang dilakukan oleh anak di bawah umur. 
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BAB IV : PENUTUP 

Penulis berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas 

permasalahan dalam penelitian ini dan memberikan saran atau 

rekomendasi. 
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